PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelbagai usaha Pemerintah

Mengingat

Mendengar

yang lebih memuaskan, dianggap perlu untuk mengusahakan, agar
dalam jabatan-jabatan Pemerintah ditempatkan sejumlah pegawai yang
berpendidikan sekolah tinggi dan yang berpendidikan kejuruan tingkat
baccalaureat sekolah tinggi, akademi dan menengah atas, menurut
kebutuhan sebenarnya dari usaha-usaha Pemerintah tersebut;

. bahwa oleh karena itu sebagai langkah pertama untuk memperbesar,

kemungkinan mempertahankan serta menambah jumlah pegawai
Negeri yang memiliki kejuruan seperti dimaksud, dianggap perlu
untuk memberikan tunjangan kejuruan kepada mereka itu apabila

dipenuhi syarat-syarat tersebut;

Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 (Lembaran

Negara Nomor 48 tahun 1955) seperti telah diubah dan ditambah

kemudian;

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 22 Pebruari 1957,

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KEJURUAN sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada pegawai Negeri yang dipekerjakan aktif di Indonesia dengan
menerima gaji dalam mata-uang Republik Indonesia menurut P.G.P.N.
1955 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 seperti telah diubah
dan ditambah kemudian) yang :

a.  memiliki ijazah sekolah tinggi,

b. memiliki ijazah kejuruan tingkat baccalaureat sekolah tinggi atau
akademi,

c. memiliki ijazah kejuruan tingkatan sekolah lanjutan tingkat atas
yang karena pengalaman telah menduduki pangkat yang disediakan
untuk pemilik-pemilik ijazah termaksud huruf a dan b yang sangat
dibutuhkan dalam jabatan Pemerintah, diberikan tunjangan kejuruan

menurut Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.  sekolah tinggi, baccalaureat sekolah tinggi atau akademi dan
sekolah lanjutan tingkat atas adalah sekolah-sekolah negeri atau
pendidikan lainnya yang menurut keputusan Menteri Pendidikan,
Penggjaran & Kebudayaan dihargai sama dengan sekolah-sekolah

negeri termaksud.

b. ijazah...
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b. ijazah keuruan ialah ijazah kejuruan dalam lapangan:
1. teknik,
2. kedokteran,
3. perekonomian,
4. pertanian,
5. perhubungan,
6. keuangan.

dan lain-lain ijazah kejuruan yang sangat dibutuhkan dalam jabatan

pemerintah menurut keputusan Dewan Urusan Pegawal.

Pasal 3

Tunjangan kejuruan termaksud Pasal 1 diberikan apabila dan selama
peawai yang bersangkutan dipekerjakan dalam suatu jabatan yang

memerlukan keuruan itu.

Pasal 4

(1) Jumlah tunjangan kejuruan adalah sebesar gaji pokok sebulan dari
pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa:
a. bagi pemilik ijazah Sekolah Tinggi diberikan tunjangan setinggi-
tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebulan;
b. bagi pemilik ijazah kejuruan tingkat Baccalaureat Sekolah Tinggi
atau Akademi diberikan tunjangan setinggi-tingginya Rp. 750,-
(tujuhratus lima puluh rupiah) sebulan;

2) Jumlah...



